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~  ebas Biaya!

Anda yang kurang mampu berhak
mendapatkan layanan bantuan
hukum secara cuma-cuma.
Gunakan hak anda, manfaatkan
POSBAKUM!

Nt

Lengkapi syaratnya, lampirkan :

e Surat Gugatan/Surat Permohonan

e Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya
seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau,

e Surat Pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri

Dapatkan layanan-layanannya :

e Konsultasi hukum untuk berbagai perkara

e Penulisan dokumen hukum (misalnya: gugatan)

e Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara / advokat (untuk mewakili, i
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai
kepentingan pemohon bantuan hukum)

e Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara i

(SEMA 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)

datang ke POSBAKUM!
SAID | sansssses

Informasi ini diterbitkan atas kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan USAID Changes for Justice Project
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PEDOMAN
BAGI PETUGAS

Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Perkara Perdata

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT.01.3/1/2012

Penggugat Mengajukan
Permohonan Berperkara
melalui Meja l

v v
Pemanggilan Pihak lawan

para pihak didalam menanggapi
gugatan permohonan

Ditolak < ) Dikabulkan

i
v

Bayar Biaya Perkara Pemohon menyerahkan putusan ke Meja |
dilengkapi dengan persyaratan mengajukan
gugatan ATAU penaksiran panjar biaya dalam
Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)

Penerbitan Surat Keputusan yang menyatakan
bahwa biaya perkara dibebankan kepada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Negeri yang bersangkutan

Pendaftaran dalam Register Induk Perkara
Gugatan/Permohonan yang pengeluarannya
dicatat oleh kasir sejumlah yang diperlukan

Apabila Panjar Biaya perkara
tidak mencukupi, Hakim
memerintahkan Pemohon
untuk memohon tambahan

Fenflr ey B hepeet) Hakim memerintahkan Panitera agar proses

Kuasa Pengguna Anggaran perkara dilaksanakan secara prodeo murni

Putusan Perkara:

e Buku Jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara
dicantumkan dalam amar putusan
Amar Putusan berbunyi:
“Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. .....
dibebankan kepada negara”.

LAPORAN KE
DIRJEN BADILUM
VIA SMS

JUSAID | st

Vmse®” FROMTHEAMERICAN PEOPLE
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PEDOMAN
BAGI PETUGAS

Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Perkara Pidana

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011

Pemohon memberikan semua
dokumen pendukung untuk
penetapan dan penunjukan Advokat

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ==
memerintahkan Kuasa Pengguna
Anggaran untuk membayar dana bantuan
hukum kepada Advokat

Proses pemeriksaan di pengadilan negeri
Perkara diputus

Pencairan anggaran bantuan hukum
kepada Advokat

Pengadilan Negeri menyampaikan
laporan kepada Dirjen Badilum
melalui situs web MA atau mengirim
SMS ke SMS centre

CHANGES FOR
JUSTICE (C4))

Informasi ini diterbitkan atas kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan USAID Changes for Justice Project






